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ABSTRAK

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat
penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan beberapa
faktor diantaranya letak geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau-pulau
besar dan kecil sehingga memerlukan transportasi untuk menjangkau seluruh
wilayahnya. Selain itu juga bahwa pentingnya kebutuhan alat transportasi untuk
menunjang aktifitas masyarakat di segala bidang. Seperti hanya di Kota
Y ogyakarta yang menggunakan transportasi umum bus kota dan bus Trans Jogja
yang merupakan Bus Rapid Transit atau sistem bus cepat, murah, dan ber-AC dan
merupakan salah satu bagian dari program yang dicanangkan oleh Pemda DIY
dan Dinas Perhubungan DIY. Untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat
maka pengelola dari Trans Jogja harus mengedepankan aspek keselamatan,
keamanan, dan kenyamanan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang
Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun pada
kenyataannya masih ada beberapa hal yang belum terpenuhi dari apa yang telah
ditentukan dalam undang-undang tadi dan keluhan dari masyarakat pengguna jasa
Trans Jogja. Maka dari itu untuk mengetahui sgjauh mana pengelola Trans Jogja
menjalankan sesuai dengan ketentuan Undang-undang tersebut perlu diadakan
penelitian.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu
penelitian langsung yang dilakukan di PT.Anindya Mitra Internasional sebagai
operator utama, PT.Jogja Tugu Trans sebagai operator existing dan di Dinas
Perhubungan D1Y. Teknik pengumpulan data penelitian ini berupa studi lapangan
yang meliputi observasi, wawancara, dan kuisioner yang dibagikan ke penumpang
Trans Jogja. Dalam menganalisa data hasil penelitian penyusun mengolah data
primer dan sekunder, selanjutnya dianalisa secara kualitatif dan dilakukan
pembahasan yang kemudian menghasilkan kesimpulan.

Setelah dilakukan penelitian, dapat dismpulkan bahwa pelayanan yang
diberikan oleh pengelola Trans Jogja tidak sesuai dengan Undang-undang No. 22
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Karena masih ada beberapa
aspek kaitannya dengan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan serta kaitannya
dengan Standar Pelayanan Minimal yang ada di dalam UULAJ yang belum dapat
dilaksanakan. Hal ini dikarenakan sebagian besar armada bus Trans Jogja sudah
berumur tua (sekitar 7 sampa 8 tahun). Kemudian jika ditinjau berdasarkan
Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa
Standar Pelayanan Minima yang dilaksanakan oleh PT Anindya Mitra
Internasional kaitannya dengan standar keselamatan, keamanan, dan kenyamanan
tidak memberikan hak-hak konsumen. Hal ini karena masih ada beberapa poin
yang belum dapat dilaksanakan sepenuhnya yaitu seperti fasilitas bus yang telah
diwgibkan dalam SPM seperti tidak adanya alat pemadam api ringan dan kotak
P3K di beberapa armada.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari
17.000 pulau dengan total wilayah + 735.355 mil?(mil persegi), dimana
Indonesia menempati peringkat ke-4 dari 10 negara berpopulasi terbesar di
dunia. Tanpa sarana transportasi yang memada maka akan sangat sulit untuk
menghubungkan seluruh daerah kepulauan ini.

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang
sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya
transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor
antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau-pulau
besar dan kecil, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan
danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan,
serta udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.’ Hal lain yang juga
tidak kalah pentingnya akan kebutuhan alat transportasi yaitu kebutuhan
kenyamanan, keamanan, dan kelancaran pengangkutan yang menunjang
pel aksanaan pembangunan yang berupa penyebaran kebutuhan pembangunan,

pemerataan pembangunan, dan distribus hasil pembangunan diberbagai

' Abdul Kadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
1998), him. 7.



sektor ke seluruh pelosok tanah air misalnya, sektor industri, perdagangan,
pariwisata, dan pendidikan.?

Maka dari itu kebutuhan akan sarana transportasi saat ini sangat
penting. Mobilitas yang tinggi tidak hanya berlaku pada manusia tetapi juga
pada benda/barang. Perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain
memerlukan sarana yang menunjangnya. Pengangkutan sebagai aat
transportasi atau alat angkut adalah sarana penunjang tersebut dan juga
sebagal alat yang memperlancar segala aktivitas manusia.

Transportasi jika dilihat dari sisi sosia lebih merupakan proses afilias
budaya dimana ketika seseorang melakukan transportasi dan berpindah
menuju daerah lain maka orang tersebut akan menemui perbedaan budaya
dalam bingkai kemajemukan Indonesia. Disamping itu sudut pandang sosia
juga mendeskripsikan bahwa transportas dan pola-pola transportasi yang
terbentuk juga merupakan perwujudan dari sifat manusia. Contohnya, pola
pergerakan transportasi penduduk akan terjadi secara massal dan masif ketika
mendekati hari raya. Hal ini menunjukkan perwujudan sifat manusia yang
memiliki tendesi untuk kembali ke kampung halaman setelah lama tinggal di
perantauan.

Pada umumnya perkembangan sarana transportasi di Indonesia berjalan
sedikit lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Malaysia
dan Singapura. Hal ini disebabkan oleh perbedaan regulasi pemerintah

masing-masing negara dalam menangani kinerja sistem transportasi yang ada.

2 |bid., him. 8.



Kebanyakan dari negara mau menganggap pembangunan transportasi
merupakan bagian yang integra dari pembangunan perekonomian.
Pembangunan berbagai sarana dan prasarana transportasi seperti halnya
dermaga, pelabuhan, bandara, dan jalan rel dapat menimbulkan efek ekonomi
berganda (multiplier effect) yang cukup besar, baik dalam hal penyediaan
lapangan kerja, maupun dalam memutar konsums dan investasi dalam
perekonomian lokal dan regional.

Secara umum, masyarakat yang melakukan pergerakan dengan tujuan
yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan baik itu
berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum. Sebagian
besar masyarakat masih sangat tergantung dengan angkutan umum dalam
pemenuhan mobilitasnya, karena sebagian besar masyarakat tingkat
ekonominya masih tergolong lemah atau sebagian besar tidak memiliki
kendaraan pribadi. Banyaknya kelompok yang masih tergantung dengan
angkutan umum ini tidak diimbangi dengan penyediaan angkutan umum itu
sendiri, terutama ditinjau dari kapasitas angkut. Akibatnya hampir semua
angkutan umum yang tersedia terisi penuh sesak oleh penumpang. Hal
tersebut menyebabkan penumpang berusaha memilih alternatif angkutan
umum lainnya yang lebih nyaman, efektif dan efisien meskipun dengan biaya
yang lebih besar.

Pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan transportasi atau
pengangkutan mutlak diperlukan, karena pembangunan yang baik dan

berkualitas tidak hanya mengenal peningkatan mutu sarananya sgja, tetapi



juga harus menyangkut pembangunan dari segi aspek hukum transportasi itu
sendiri. Hal tersebut dimaksudkan agar dapat memberikan kepastian dan
perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terkait dengan sistem
transportasi  terutama pengguna jasa transportasi balk pribadi maupun
transportasi umum.

Pembahasan mengenai pembangunan aspek hukum transportasi tidak
terlepas dari efektivitas hukum pengangkutan itu sendiri. Di Indonesia terkait
dengan pengangkutan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum
Perdata pada Buku Ketiga tentang Perikatan, Kitab Undang-undang Hukum
Dagang pada Buku 11 titel ke V, selain itu pemerintah Indonesia juga telah
mengeluarkan kebijakan kaitannya di bidang transportasi darat yaitu dengan
di keluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UULAJ) yang merupakan
pengganti dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, serta Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan yang masih tetap
berlaku, dimana disebutkan dalam Pasal 324 UU No.22 Tahun 2009 bahwa:

“Pada saat Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 ini mulai berlaku,
semua peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3480) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-
undang ini.”

Dalam UULAJ ini banyak terdapat pasal-pasa yang ada kaitannya
dengan upaya memberikan penyelenggaraan jasa angkutan bagi pengguna

jasa atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan pemakai jasa angkutan.



Adapun pasal-pasal yang terkait beberapa diantaranya yaitu disebutkan dalam
Pasa 2 mengena asas-asas dari penyelenggaraan lalu lintas, Pasal 3
menyebutkan mengenai tujuan dari Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni
dengan terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman,
selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk
mendorong perekonomian nasional, memajukan kesgahteraan umum,
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung
tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa;
serta terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Kemudian Pasa 4 UULAJ dinyatakan bahwa undang-undang ini berlaku
untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
aman, selamat, tertib, dan lancar melalui kegiatan gerak pidah kendaraan,
orang, dan/atau barang di jalan; kegiatan yang menggunakan sarana,
prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan juga
kegiatan yang berkaitan dengan registras dan identifikasi kendaraan
bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Mangemen dan
Rekayasa Lalu Lintas, serta penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan. Demikian juga disebutkan dalam Pasal 9 UULAJ mengena Tata Cara
Berlau Lintas bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum, serta masih
banyak pasal-pasal lainnya.

Dengan diundangkannya UU No. 22 Tahun 2009 ini diharapkan agar
dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait

dengan penyel enggaraan jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja



(sopir/pengemudi), maupun penumpang sebagai pengguna jasa angkutan.
Namun terkadang dalam kenyataannya masih ada oknum-oknum tertentu
yang melakukan tindakan-tindakan yang imbasnya dapat merugikan bagi
pengguna jasa angkutan, baik itu berupa kerugian materiil maupun kerugian
immateriil seperti halnya kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan
langsung oleh pengguna jasa angkutan. Contohnya jika sopir/pengemudi yang
mengemudikan kendaraannya secara tidak wajar dalam hal ini dia sakit, lelah,
atau dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang sehingga mengemudikan
kendaraan tersebut dengan ugal-ugalan dan membahayakan bagi para
penumpang apalagi sampai terjadi kecelakaan tentunya penumpang yang
menjadi korban.

Kegadian lainnya yang juga dapat membahayakan keselamatan
penumpang yaitu lepasnya worm steer pada salah satu armada bus Trans
Jogja yang sekarang dikelola oleh PT. AMI yang merupakan BUMD dan
bekerja sama dengan PT. Jogja Tugu Trans (PT. JTT). Berita ini di
sampaikan melalui media cetak koran Tribun Jogja, dimana dalam koran
tersebut menyatakan bahwa salah satu anggota DPRD DIY yang merupakan
Wakil Ketua Komisi C, Arief Budiono mengatakan terkait dengan pelayanan
bus Trans Jogja masih mengecewakan. Menengok kejadian lepasnya worm
steer (pada sistem kendali) yang terjadi pada Selasa 1 Maret 2016, apalagi 34
dari 64 armada bus generasi pertama milik PT. JTT yang dirasa tidak layak
pakai masih tetap digunakan (Namun setelah penyusun melakukan observas

ke pihak Dinas Perhubungan DIY, ternyata jumlah total armada bus yang ada



yaitu sebanyak 74 bus dengan 7 bus sebagai cadangan). Arief Boediono
meminta PT. AMI selaku pengelola untuk segera membeli armada bus baru.
Terkait hal itu, Kepala Dinas Perhubungan DIY, Sigit Haryanta menegaskan,
armada lama Trans Jogja yang masih digunakan selama ini selalu menjalani
perawatan atau servis rutin. Sementara mengenai permasalahan |epasnya
worm steer atau pada sistem kendali menurutnya karena terdapat kesalahan
saat pemeriksaan kondisi kendaraan.®

Meskipun dalam kejadian tersebut tidak menimbulkan korban jiwa,
namun ha itu tetap membahayakan keselamatan bagi para penumpang
maupun pengendara lainnya. Hal itu tentunya bertentangan dengan isi dari
Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu kaitannya dengan
tujuan dari lalu lintas dan angkutan jalan yakni terwujudnya pelayanan lalu
lintas yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu.

Selain kejadian itu, kondis dari beberapa armada Trans Jogja sudah
memprihatinkan, selain usianya yang sudah tua yaitu sekitar 7 sampa 8
tahun, ada beberapa item atau kelengkapan dari bus itu sendiri yang rusak /
kurang layak, misalnya AC yang tidak berfungsi, tempat duduk yang telah
sobek, ketebalan asap kendaraan, dan lain sebagainya. Tentunya hal tersebut
membuat konsumen atau pengguna jasa Trans Jogja kurang nyaman sehingga
mengeluh atas pelayanan yang diberikan oleh Trans Jogja.

Berangkat dari pemaparan di atas, penyusun merasa tertarik untuk

melakukan penelitian dalam bentuk kajiian ilmiah berupa penulisan skrips

14.

* “Pemda DIY Harus Beli Armada Baru”, Tribun Jogja, (Kamis, 3 Maret 2016), him. 13-



yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pelayanan Penyelenggaraan Transportas
Umum Trans Jogja”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah pelayanan Trans Jogja telah memenuhi standar keselamatan,
keamanan dan kenyamanan transportas umum berdasarkan Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan?

2. Apakah standar keselamatan, keamanan dan kenyamanan yang
diterapkan oleh Trans Jogja telah memberikan hak-hak konsumen
berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah:
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui apakah pelayanan Trans Jogja telah memenuhi
standar keselamatan, keamanan dan kenyamanan transportas umum
berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan..
b. Untuk mengetahui apakah standar kesedlamatan, keamanan dan

kenyamanan yang diterapkan oleh Trans Jogja telah memberikan hak-



hak konsumen berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen.
2. Kegunaan Penelitian
a SecaraTeoretis
1)  Untuk menambah pemahaman terhadap penyusun khususnya di
bidang Perlindungan Konsumen yang kaitannya dengan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan.
2)  Untuk menambah pengembangan [Imu Pengetahuan di bidang
Hukum Perlindungan Konsumen khususnya yang terkait
dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
b. Secara Praktis
1) Penditian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih
pemikiran bagi pengembangan IImu Hukum pada Fakultas
Syari’ah dan Hukum.
2) Dengan diadakannya penelitian ini maka diharapkan dapat
memeberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan
Perlindungan Konsumen.
D. Telaah Pustaka
Penelitian yang dilakukan oleh penyusun bukanlah merupakan
penelitian tentang perlindungan konsumen terkait dengan pelayanan
penyelenggaraan transportasi umum yang pertama kali dilakukan. Artinya

bahwa telah banyak penelitian yang sejenis yang telah dilakukan. Oleh



10

karenanya, penyusun dalam hal ini menelaah pustaka terkait dengan
penelitian terdahulu karena untuk memastikan keaslian dari penelitianini.

Fahimatul Ilyah (2014) dengan skripsinya yang berjudul “Perlindungan
Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya (Studi Kasus Bus Trans
Jogja, Yogyakarta)”*, menjelaskan mengenai perlindungan konsumen bagi
pengguna jasa Trans Jogja menurut UU No.8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Persamaannya dengan penelitian yang penyusun
lakukan adalah objek dari penelitian yaitu terkait dengan pelayanan bus Trans
Jogja. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut dalam mengkajinya
hanya menggunakan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
sedangkan penelitian yang penyusun lakukan menggunakan dua perspektif
undang-undang yaitu UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan dan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
selain itu juga pengelola dari Trans Jogja saat ini adalah PT AMI (PT
Anindya Mitra Internasiona) yang merupakan BUMD (Badan Usaha Milik
Daerah), sedangkan pada penelitian terdahulu pengelola dari Trans Jogja
yaitu mash milik PT. JIT (PT Jogja Tugu Trans) yang merupakan
konsorsium dari Perusahaan Angkutan Umum dan BUMN (Badan Usaha
Milik Negara).

Randy Gunawan (2011) dengan karyanya yang berjudul “Perlindungan
Hak Konsumen Pengguna Jasa Layanan Transportasi Bus Trans Jakarta-

Busway Sesuai Dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang

* Fahimatul 1lyah, “Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Jasa Angkutan Jalan Raya

(Studi Kasus Bus Trans Jogja, Yogyakarta)”, Skripsi, Universitas Isam Negeri Sunan Kalijaga,
Fakultas Syari’ah dan Hukum, Yogyakarta, 2014.
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Perlindungan Konsumen”, menjelaskan mengenai pengaturan terkait

perlindungan konsumen dalam jasa transportasi umum diatur secara umum di
dalam UU Perlindungan Konsumen dan secara khusus diatur dalam UULAJ.
Persamaannya dengan penelitian yang penyusun lakukan adalah sama-sama
masih berkaitan dengan perlindungan konsumen, sedangkan perbedaannya
adalah terkait dengan objek penelitian dan kasus yang penyusun angkat
sehingga akan lebih spesifik.

Ginanjar Hutomo Bangun (2012) dengan karyanya yang berjudul
“Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Pada
Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh)”®, menegjelaskan mengenai
perlindungan hukum (perlindungan konsumen) bagi penumpang angkutan
umum serta faktor-faktor angkutan umum mengangkut penumpang melebihi
batas. Persamaannya dengan penelitian penyusun adalah sama-sama mengkaji
terkait dengan perlindungan konsumen terhadap pengguna jasa angkutan
umum. Sedangkan perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut lebih ke
perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan umum, tetapi penyusun
mengkaji perlindungan konsumen dengan dua perspektif yaitu UUPK dan

UULAJ, selainitu objek penelitiannya juga berbeda.

® Randy Gunawan, “Perlindungan Hak Konsumen Pengguna Jasa Layanan Transportasi
Bus Trans Jakarta-Busway Sesuai Dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen”, Skripsi, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Depok, 2011.

® Ginanjar Hutomo Bangun, “Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum
(Studi Pada Angkutan Umum Jurusan Jatingaleh)”, Skripsi, Universitas Negeri Semarang,
Fakultas Hukum, Semarang, 2012.
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Indahwati Gozali (2012), dengan karyanya yang berjudul
“Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kereta Api
Pengoperasian Tunggal (Commuter Line)”’. Menjelaskan mengenai
perlindungan hukum terhadap konsumen selaku pengguna jasa KRL
commuter line (menggunakan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan
Undang-undang No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Persamaannya
dengan penelitian penyusun adalah masih sama-sama mengkaji mengenai
perlindungan konsumen sebagai pengguna jasa transportasi umum.
Sedangkan perbedaannya yaitu pada objek penelitiannya dan Peraturan
Perundang-undangan yang digunakan.

Dian Natalia (2011), dengan karyanya yang berjudul “Perlindungan
Hukum Bagi Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan Umum Berdasarkan
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan”®

, menjelaskan mengenal kedudukan hukum pengguna jasa angkutan
umum sebagai konsumen fasilitas transportasi publik. Persamaannya dengan
penelitian penyusun adalah sama-sama membahas terkait dengan
perlindungan konsumen sebagal pengguna jasa transportasi umum.
Sedangkan perbedaannya pada skripsi tersebut masih umum terkait dengan
objek yang diteliti, selain itu dalam skripsi tersebut hanya menggunakan UU

No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

’ Indahwati Gozali, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Kereta

Api Pengoperasian Tunggal (Commuter Line)”, Skripsi, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum,
Depok, 2012.

® Dian Natalia, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa (Penumpang) Angkutan
Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Fakultas Hukum, Sumatera Utara, 2011.
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E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa kerangka teori
yang relevan dengan masalah yang ada sebagai dasar untuk menganalisis,
yaitu:
1. Teori NegaraHukum

Pada masa abad pertengahan, pemikiran tentang negara hukum
lahir sebagal perjuangan melawan kekuasaan yang absolut para raja.
Menurut Paul Scholten, istilah negara hukum itu berasal dari abad ke 19,
tetapi gagasan negara hukum itu pada awalnya tumbuh di Eropa pada abad
ke 17. Gagasan itu tumbuh di Inggris dan merupakan latar belakang dari
Glorius Revolution 1688 M. Gagasan negara hukum timbul sebagai reaksi
terhadap kergjaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang
terkenal sebagal Bill of Right 1689, yang beris hak dan kebebasan dari
warga negara serta peraturan pengganti raja di Inggris.’

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan
dengan menggunakan istilah Jerman yaitu “rechtsstaat” antara lain oleh
Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain.
Sedangkan tradis Anglo Amerika konsep negara hukum yang
dikembangkan dengan sebutan “The Rule of Law” yang dipelopori oleh
A.V. Dicey. Sdlain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah
nomokrasi (nomocratie) yang berarti bahwa penentu dalam

penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep

® Bahder Johan Nasution,Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia,(Bandung: Mandar
Maju, 2012), him. 3.
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negara hukum yang disebut dengan istilah “rechstaat” mencakup empat
elemen penting, yaitu:™

a. Perlindungan hak asasi manusia.

b. Pembagian kekuasaan.

c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.

d. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting negara hukum
“The Rule of Law”, yaitu:'*

a. Supremacy of Law.

b. Equality before the Law.

c. Due Process of Law.

Keempat prinsip ‘rechtstaat’ yang dikembangkan oleh Julius Stahl
tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip
‘Rule of Law’ yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-
ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh “The
International Commission of Jurist”, prinsip-prinsip Negara Hukum itu
ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak
(independence and impartiality of judiciary) yang di zaman sekarang
makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi.
Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut ““The

International Commission of Jurists™ itu adalah:

19 Jimly Asshiddigie, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, (Jakarta: Konpres, 2008),
him. 687.

1 |bid., him. 689.
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1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Prinsip negara hukum berkembang seiring dengan perkembangan
masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum,
yaitu negara hukum klasik dan negara hukum formil, dan negara hukum
materiil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut
pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti
peraturan  perundang-undangan tertulis. Tugas negara adalah
melaksanakan peraturan  perundang-undangan untuk  menegakkan
ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikena dengan istilah negara
penjaga malam. Negara hukum materiil mencakup pengertian yang lebih
luas termasuk keadilan. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban
dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesegahteraan rakyat
sebagai bentuk keadilan (welfarestate).*?

2. Kualitas Jasa Transportasi

Setiap bangsa memerlukan suatu sistem transportasi  yang

komprehensif dan efisien untuk melayani pemindahan barang-barang dan

manusia dalam batas wilayah negara dan mampu menghubungkan dengan

2 Ni’matul Huda, Negara Hukum, Demokrasi dan Judical Review, (Yogyakarta: Ull
Press, 2005), him. 2-7.
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negara-negara lain, sehingga sumberdaya-sumberdaya di dunia dapat
diperoleh dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh manusia.*®

Untuk sistem transportasi tidak hanya berkaitan dengan fasilitas yang
dimiliki oleh perseorangan, perusahaan-perusahaan, atau negara. Tetapi
juga menunjukkan satu kesatuan dari setiap jenis fasilitas yang ada.

Menurut L.A Schumer untuk kualitas transportasi barang, kualitas
jasa pelayanan diusahakan:**

a. Cepat (speed);

b. Aman (safety);

c. Cukup (adequacy);

d. Frekuens (frequency);

e. Teratur (regularity);

f. Bertanggungjawab (responsibility); dan

g. Murah (acceptable cost atau affordable price).

Sedangkan untuk transportasi manusia diperlukan tambahan suatu
kualitas yaitu nyaman (comfort atau convenience). Semua kualitas tersebut
sangat penting bagi pengguna jasa transportasi dalam menentukan jenis
sarana transportasi yang sesuai untuknya. Namun tentunya karena
keterbatasan keuangan atau pertimbangan-pertimbangan yang lain
mungkin penyedia jasa transportasi tidak dapat memenuhi semua kualitas

tersebut, walau demikian tetap harus diusahakan dengan sebaik-baiknya.

B Rahardjo Adisasmita, Dasar-dasar Ekonomi Transportasi, (Yogyakarta: Graha llmu,
2010), him. 47.

" Rahardjo Adisasmita, Manajemen Pembangunan Transportasi, (Yogyakarta: Graha
I1mu, 2014), him. 17.
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3. Asasdan Tujuan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Di daam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan mengenai asas dan tujuan dari

diadakannya lalu lintas dan angkutan jalan itu sendiri. Adapun dalam

penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan harus memperhatikan

beberapa asas, diantaranya yaitu:*®

STe@rmopaooTe

asas transparan;

asas akuntabel;

asas berkelanjutan;
asas partisipatif;

asas bermanfaat;

asas efisien dan efektif;
asas seimbang;

asas terpadu; dan

asas mandiri.

Kemudian tujuan diselenggarakannya kegiatan lalu lintas dan

angkutan jalan, yaitu sebagaimana terdapat dalam Pasal 3 UULAJ

menyebutkan bahwa:

a

b.

C.

terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang
aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda
angkutan  lain untuk mendorong perekonomian nasional,
memajukan kesgjahteraan umum, memperkukuh persatuan dan
kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat
bangsa;

terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi
masyarakat.

4. Perlindungan Konsumen

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen medefinisikan pengertian dari konsumen, yaitu pada Pasal 1

' Pasal 2 Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan

Jalan.
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angka 2 bahwa yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang
pemakal barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi
kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain
dan tidak untuk diperdagangkan.

Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi
tawar dari konsumen yang lemah. Perlindungan hukum bagi konsumen
mensyaratkan adanya pemihakan kepada posis tawar yang lemah
(konsumen).*® Suatu negara juga sangat diperlukan untuk mengatur terkait
dengan perlindungan hukum terhadap konsumen, mengingat tujuan dari
negara yaitu untuk menjaga dan memelihara tata tertib oleh karena itu
perhatian dari negara dalam hal ini diperlukan. Suatu negara mengatur
perlindungan hukum terhadap konsumen pada umumnya didasarkan pada
pertimbangan aktualitas dan urgensnya. Daam pertimbangan
aktualitasnya, perlindungan hukum bagi konsumen perlu ditegakkan pada
sebuah pemerintahan berdasarkan rumusan situasi yang sedang dan akan
berkembang terhadap nasib masyarakat sebagal konsumen. Pertimbangan
ini biasanya ditempuh dengan memperhatikan tingkat pembangunan
masing-masing negara, pertumbuhan industri dan teknologi, serta filosofi
dan kebijakan pembangunan.

Kemudian dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen
dengan cara intervensi negara untuk melindungi hak-hak konsumen dalam

bentuk peraturan perundang-undangan terhadap posisi tawar konsumen

him. 90.

'® Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999),
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yang lemah, maka harus dilindungi oleh hukum. Y ang mana perlindungan

hukum kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk

kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.

Adapun 9 (sembilan) hak dari konsumen yang ditetapkan oleh

UUPK diantaranya yaitu:*’

1.

2.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nila tukar dan
kondis sertajaminan yang dijanjikan;

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang
dan/atau jasa yang digunakan;

Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen
secara patut;

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan
konsumen;

Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
sertatidak diskriminatif;

Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuia dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
Hak-hak yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-
undangan lainnya.

Dari sembilan hak-hak konsumen tersebut di atas, terlihat bahwa

masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan

hal yang paling utama dalam perlindungan konsumen. Selanjutnya sebagai

konsekuens dari hak-hak konsumen yang ada tersebut, maka kepada

pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewgjiban sebagaimana diatur

dalam Pasal 7 UUPK, Kewajiban Pelaku Usaha adal ah:

' Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan K onsumen.
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1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta memberikan
penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan
jujur, sertatidak diskriminatif;

4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang
dan/atau jasa yang berlaku;

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji,
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi
jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau
diperdagangkan;

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian
apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan
tidak sesual dengan perjanjian.

Apabila konsumen benar-benar akan dilindungi, maka hak-hak dari
konsumen harus dipenuhi baik oleh negara maupun pelaku usaha, karena
pemenuhan hak-hak konsumen tersebut akan melindungi kerugian
konsumen dari berbagai aspek.

Tujuan penyelenggaraan, pengembangan, dan pengaturan
perlindungan hukum bagi konsumen yang direncanakan adalah untuk
meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, serta secara tidak
langsung mendorong pelaku usaha di dalam menyelenggarakan kegiatan
usaha dengan penuh rasa tanggung jawab.™®

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam penelitian ini

adalah sebagal berikut:

1. Jenis Pendlitian

'8 Abdul Halim Barkatullah, Hak-hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2010), him. 27.
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Penelitian yang penyusun lakukan menggunakan jenis penelitian
lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan langsung di
objek penelitian guna mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam
penelitian ini yaitu terkait dengan pelayanan penyelenggaraan transportasi
umum oleh Trans Jogja.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun lakukan bersifat deskriptif analitis,
yaitu metode yang dipaka untuk menggambarkan suatu kondis atau
keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang tujuannya agar dapat
memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga
mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis dengan
menggunakan teori hukum dan undang-undang yang berlaku.™®

3. Pendekatan Penelitian

Dalam pendlitian ini, penyusun menggunakan metode pendekatan
yuridis-empiris. Yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk
menganalisa sgauh mana suatu aturan/hukum  berlaku  secara
efektif.*’Dalam hal ini pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisa
berbagai Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan
penyelenggaraan transportasi umum oleh Trans Jogja, sedangkan metode
empiris digunakan untuk menganalisa kesesuaian antara Peraturan

Perundang-undangan terkait dengan pelayanan penyelenggaraan

19 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2010), him. 223.

%% suratman dan H.Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2013),
him. 106.
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transportas umum oleh Trans Jogja yang terjadi atau berlangsung di
masyarakat.
4. Sumber Data
a Sumber Data Primer
Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan
melakukan penelitian langsung di lapangan melalui observas,
wawancara, kuisioner dan mengumpulkan data-data yang
berhubungan dengan permasalahan yang penyusun teliti.
b. Sumber Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi
kepustakaan baik itu dari Peraturan Perundang-undangan yang terkait
dengan perlindungan konsumen, dokumen-dokumen, buku-buku
literatur, jurnal, artikel, internet maupun sumber lain yang ada
kaitannya dengan penelitian ini.
5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang penyusun gunakan dalam
penelitian ini adalah:
a Observas
Pengamatan secara langsung terkait dengan pelayanan
penyelenggagraan transportasi umum oleh Trans Jogja melalui Dinas
Perhubungan Daerah Istimewa Y ogyakarta, PT. AMI dan PT. JTT,
serta pengguna jasa transportasi Trans Jogja.

b. Wawancara
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Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi-informasi
ataupun data-data yang berkaitan dengan penelitian dan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan kepada para pihak yang berkaitan dengan
pokok permasalahan dalam pendlitianini.

c. Dokumentas

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang
diperlukan, seperti buku jurnal, dokumen-dokumen, dan literature-
literatur lain yang berkaitan dengan pendlitian ini.

d. Kuisioner
Mengumpulkan data-data dari responden vyaitu terhadap
penumpang atau penggunajasa Trans Jogja.
6. Tekhnik Sampling

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan sample (responden)
yaitu penumpang atau pengguna jasa bus Trans Jogja. Pengambilan
sample dilakukan secara representatif dengan mengambil perwakilan dari
penumpang atau pengguna jasa bus Trans Jogja yang ada di beberapa
shelter/halte bus Trans Jogja untuk mendapatkan data yang dibutuhkan
kaitannya dengan penelitian yang penyusun lakukan. Shelter/halte Trans
Jogja berjumlah sebanyak 42 kemudian mendapat bantuan dari Pemda
DIY sehingga jumlah total 76. Dalam penditian ini mengambil
shelter/hate Trans Jogja yang paling ramai yaitu di halte terminal Jombor,

halte terminal Condong Catur, halte bandara Adi Sucipto, halte terminal
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Giwangan, dan halte Malioboro dengan jumlah keseluruhan sebanyak 100
responden.
7. AndisisData

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada
metode penelitian  kudlitatif. Anaisis data berfungs  untuk
menginterpretasikan data yang ada kemudian dianalisis dengan
menggunakan metode kualitatif, yaitu analisis yang ditujukan terhadap
data yang bersifat kualitas, mutu dan sifat fakta atau ggaa-ggaa yang
berlaku.?* Selanjutnya penelitian ini menggunakan metode induktif untuk
menarik kesimpulan, yaitu dengan mengkaitkan data dan fakta-fakta yang
ada dengan teori-teori yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab,
dimana dalam setiap bab berisi sub pembahasan. Hal ini dilakukan agar
mempermudah dalam pembahasan terkait dengan masalah yang diangkat.
Adapun rincian dari pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas sub bab
latar belakang yang menjadi alasan dalam penelitian ini, rumusan masalah
merupakan kerangka permasalahan yang selanjutnya akan diangkat menjadi
sebuah penelitian, kemudian juga terdapat sub bab tujuan dan kegunaan
penelitian, selanjutnya sub bab tinjauan pustaka yang merupakan karya para

sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini yang bertujuan untuk

*! Hilman Hadi Kusuma, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi 11mu Hukum, (Bandung:
Mandar Maju, 1995), him. 99.
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membandingkan penelitian ini agar dapat diketahui orisinalitasnya. Kemudian
juga memuat kerangka teoritik yang merupakan teori yang dijadikan landasan
berpikir dalam penyusunan penelitian ini. Setelah itu terdapat juga metode
penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tinjauan umum mengenai transportasi umum yang
terdiri atas beberapa sub bab, yaitu: pengertian transportasi, jenis-jenis jasa
transportasi, manfaat transportasi, dan kualitas jasa transportasi. Kemudian
tinjauan umum mengenai perlindungan konsumen yang terdiri atas beberapa
sub bab, diantaranya: pengertian konsumen, pengertian pelayanan dan
perlindungan konsumen, asas dan tujuan hukum perlindungan konsumen, hak
dan kewagjiban konsumen, dan hubungan konsumen dengan pelaku usaha
yang di dalamnya memuat pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban dari
pelaku usaha, dan berbagai larangan bagi pelaku usaha.

Bab ketiga, berisi gambaran umum pengelola Trans Jogja yang terdiri
atas tiga sub bab. Pertama,kedudukan PT Anindya Mitra Internasional, PT
Jogja Tugu Trans, dan Dinas Perhubungan DIY, kedua profil PT AMI yang
meliputi: sgjarah PT AMI, kepemilikan perusahaan, vis dan misi, dan
struktur organisasi. Ketiga, profil PT Joja Tugu Trans yang meliputi: sgjarah
berdirinya Trans Jogja, visi dan misi, struktur organisasi dan kepengurusan,
operasional, infrastruktur, dan pelayanan Trans Jogja.

Bab keempat, beris mengenai hasil dari penelitian yaitu terkait analisis
yuridis pelayanan trans jogja berdasarkan UU No.22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kemudian analisis yuridis pelayanan
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konsumen berdasarkan UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

Bab kelima, beris penutup yang memuat kesimpulan dan saran.
Kesimpulan merupakan jawaban atas rumusan masalah yang ada, sedangkan
saran-saran merupakan tanggapan atas hasil penelitian yang bisa menjadi

masukan, serta dilengkapi daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab

sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1.

Penyelenggaraan pelayanan yang diberikan oleh pengelola Trans
Jogja ddam ha ini PT Anindya Mitra Internasional sebagai
operator utama dan PT Jogja Tugu Trans yang merupakan
pelaksana teknis (operator existing) dari Trans Jogja, jika ditinjau
dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan terkait dengan keselamatan, keamanan, dan
kenyamanan yang diberikan oleh pengelola Trans Jogja kepada
penumpang atau pengguna jasa Trans Jogja tidak sesuai dengan
UULAJ. Karena masih ada beberapa ketentuan yang ada di
Undang-undang terkait dengan Standar Pelayanan Minima
khususnya mengenai keselamatan, keamanan, dan kenyamanan
bagi pengguna yang belum sepenuhnya terpenuhi walaupun dari
pihak pengelola Trans Jogja sudah mengupayakan sebaik mungkin
pelayanan untuk masyarakat sebagai pengguna jasa Trans Jogja
Hal ini dikarenakan sebagian besar armada bus Trans Jogja yang
sudah berumur tua (sekitar 7 sampai 8 tahun).

Dalam pelaksanaannya standar keselamatan, keamanan, dan

kenyamanan yang diberikan oleh operator utama (PT Anindya

134
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Mitra Internasional) tidak memberikan hak-hak konsumen
sebagaimana ditinjau berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun
1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dikarenakan
masih ada sebagian standar yang belum sepenuhnya dilaksanakan.
Salah satu yang membuktikan berdasarkan hasil survei dan
observasi masih belum terpenuhinya beberapa standar keselamatan,
kemanan dan kenyamanan adalah masih ada sebagian masyarakat
pengguna jasa Trans Jogja yang merasa pelayanan dan keamanan
yang diberikan kurang memuaskan. Selain itu kondisi bus yang
cukup memprihatinkan terlihat dari tidak lengkapnya fasilitas bus
yang telah diwgjibkan dalamn SPM seperti tidak adanya Alat

Pemadam Api Ringan (APAR) dan kotak P3K di beberapa armada.

Dari pembahasan-pembahasan di bab sebelumnya dan kesimpulan

hasil penelitian ini, maka penyusun memberikan saran yang

diharapkan bisa membantu dalam menyelesaikan beberapa permasalahan

yang terkait dengan penelitian ini, antaralain:

1. Sudah semestinya bagi suatu perusahaan dalam hal ini pengelola
Trans Jogja yang bergerak dalam bidang pelayanan jasa
angkutan umum untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan
dari segada sis kepada pengguna jasa terkhusus kaitannya
dengan hak atas keselamatan, keamanan, dan kenyamanan agar

pengguna jasa Trans Jogja lebih percaya untuk menggunakan
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jasa Trans Jogja, sehingga ha ini dapat meningkatkan minat
masyarakat untuk menggunakan jasa transportasi Trans Jogja.

. Untuk pengguna jasa Trans Jogja agar lebih mengetahui akan
hak-hak yang dimilikinya, sehingga hal ini dapat digunakan
sebagal acuan untuk pengelola Trans Jogja dalam meningkatkan
pelayanannya. Namun, pengguna jasa Trans Jogja juga jangan
hanya melihat dari satu sisi sgja dari segi pelayanan, tapi harus
melihat atau mengetahui usaha apa sgjayang sudah dilakukan
pengelola Trans Jogja dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

. Kemudian untuk Dinas Perhubungan Provinsi DIY dalam hal ini
sebagal pengawas dari operator utama berdasarkan hasil
penelitian (wawancara) sudah cukup baik, dan kiranya agar
selalu ditingkatkan pengawasannya semata-mata  untuk
meningkatkan pelayanan yang diberikan oleh pengelola Trans
Jogja.

. Untuk Pemerintah Daerah DIY agar memberikan kepastian
kepada pengelola Trans Jogja kaitannya dengan kontrak
perjanjian pengelolaan Trans Jogja. Ha ini agar tidak
menghambat spekulasi/inovas yang dilakukan pengelola Trans

Jogja untuk melakukan perbaikan dari segala bidang.
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Alamat  :FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM , ILMU HUKUM , UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Judul :TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UMUM TRANS
JOGJA

Lokasi  :DINAS PERHUBUNGAN DIY

Waktu  :5 APRIL 2016 s/d 5 JULI 2016

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keteranganfijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY
kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ljin dimaksud:;

2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda
DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah
disahkan dan dibubuhi cap institusi; ‘

3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperuan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;

4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waklunya setelah mengajukan
perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;

5. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.
Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 5 APRIL 2016
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
»
Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN
2. DINAS PERHUBUNGAN DIY ( !

3. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK » UIN SUNAN KALIJAGA YOG
4. YANG BERSANGKUTAN YOGYAKARTA

Notice: y
Ndefined variable: rsmstembusan in Ivarlwww/html/lzlnlapplIcatlonlmodules/pzn/controllers/lzlnController.php on line 180




'!!1 KEMENTERIAN AGAMA RI
B85  UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
i KALIJAGA

SUNAN'RATITS FAKULTAS SYARI’'AH DAN HUKUM

Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama i S‘\%\b W=t U \eguod
Tempat, Tanggal Lahir  : Wanoa Qeozp, 24 Ockdless 363
Pekejaan / Jdcarcan @ mi  Ogx &> 2 -
Alamat AL Botars=a xo- O

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan
“Pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Umum Trans Jogja” dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudul: Tinjauan Yuridis Pelayanan

Penyelenggaraan Transportasi Umum Trans Jogja oleh:

Nama : Sulhan Ma’arif

NIM : 12340003

Semester : VIII

Fakultas " : Syariah dan Hukum

Jurusan : [lImu Hukum

Alamat : JL. Ori II No.36 Papringan Catur Tunggal,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 10 A& 2016



ANGKET PENELITIAN
TENTANG

TINJAUAN YURIDIS PELAYANAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI

UMUM TRANS JOGJA

No. Responden

Nama
Umur

Jenis Kelamin

Pekerjaan

Berilah tanda silang (X) pada kolom yang telah disediakan, sesuai dengan pendapat anda

pribadi.
Keterangan Penilaian : 1. Sangat baik* 2. Baik 3. Netral
4. Tidak Baik 5. Sangat Tidak Baik
NO. DAFTAR PERTANYAAN PENILAIAN
1. | Kebersihan, kenyamanan, dan keamanan terminal/ halte bus. 112|345
5 Keterampilan dan kesopanan pelayanan dari petugas terminal/ il5lzlals
" | halte bus.
Kemudahan  mendapat  kejelasan  informasi ~ waktu
3. 112(3|4(5
keberangkatan bus.
Semua transaksi dilayani atau dilaksanakan dengan cepat dan
4. 112345
tepat.
5. | Ketepatan jadwal bus. 11213145
Petugas bersedia menolong pelanggan ketika mengalami
6. _ 1123415
kesulitan.
. Kebersihan, Kenyamanan, dan keamanan fasilitas bus (AC,
: _ 1|2
tempat duduk, tempat pegangan, mesinkendaraandll). 314°
8. | Etika sopir bus dalam berkendara. 112131415




KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : JI. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

SURAT BUKTI WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : G U AT N Wlbm
Tempat, Tanggal Lahir Q\MO]& .21 Ookder 980
Pekerjaan . W : Ml/lbf' Td‘anwor’/a G PT AM'

Alamat 5 8(’ Wb\z\j kIM 2 19 Ww(q‘uhb

Telah benar-benar melakukan wawancara yang berkaitan dengan
“Pelayanan Penyelenggaraan Transportasi Umum Trans Jogja” dalam rangka
penyusunan skripsi yang berjudul: Tinjauan Yuridis Pelayanan

Penyelenggaraan Transportasi Umum Trans J ogja oleh:

Nama : Sulhan Ma’arif

NIM : 12340003

Semester : VIII

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Alamat : J1. Ori I No.36 Papringan Catur Tunggal,
Yogyakarta

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 Meq{ 2016
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